
 

 

 

 

BUPATI DEMAK 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI DEMAK 

NOMOR  1  TAHUN 2021 

 

TENTANG 

 

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN DANA 

DESA DI KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI DEMAK, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana 

telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara dan Peraturan pelaksanaanya, Bupati  

menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa; 

 

b. bahwa berdasarkan pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 

tentang Pengelolaan Dana Desa, Tata cara pembagian dan 

penetapan rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati; 

 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian 

Dan Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Demak Tahun 

Anggaran 2021; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Tengah;    

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

 



3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                    

Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020             

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                    

Nomor 6573); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia           

Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia            

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam 

rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6            

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah             

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

 

 

 

 



8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia             

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah    

Nomor 60 Tahun2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber 

Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            

Nomor 5864); 

9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 136); 

10. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 

2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 266); 

11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional; 

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa 

Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 300); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan  Keuangan   Desa   (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 1203); 

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633); 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 

Tentang Pedoman Penggunaan Tranfer Ke Daerah Dan Dana 

Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Intervensi Pencegahan 

Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 530); 

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang 

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 nomor 1035); 

18. Peraturan Menteri Keuangan Republik 222/PMK.07/2020 

Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641); 



19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia 

tahun 2021 Nomor 149); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2020 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 12); 

21. Peraturan Bupati Demak Nomor 31 Tahun 2015 tentang 

Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat Di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah 

Kabupaten Demak Tahun 2015  Nomor 31) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 40 

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Demak Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pendelegasian 

Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat Di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten 

Demak Tahun 2015  Nomor 40); 

22. Peraturan Bupati Demak Nomor 59 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada 

Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 

2015 Nomor 59); 

23. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang 

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa 

(Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016              

Nomor 73); 

24. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Demak Tahun 2018  Nomor 52) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 99 

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak            

Tahun 2020 Nomor 100); 

25. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang 

Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan 

Kewenagan Lokal Berskla Desa Di Kabupaten Demak (Berita 

Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36); 

26. Peraturan Bupati Demak Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata 

Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 18); 

 

 

 

 



MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, 

PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA            

DI KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2021. 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Bagian Kesatu 

Pengertian Umum 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Demak. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Demak. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah yang selanjutnya 

disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan 

pemerintah  daerah  yang  dibahas  dan  disetujui  bersama 

oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut 

Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten 

Demak; 

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

8. Pemerintah  Desa  adalah  Kepala  Desa  dibantu perangkat 

desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan 

yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan 

disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 

10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam 

rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat 

dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk 

kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban 

desa tersebut. 



11. Pengelolaan  Keuangan  Desa  adalah  keseluruhan  kegiatan 

yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, 

pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan 

desa. 

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya 

disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan 

pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh 

pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan 

ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi 

Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 

pemberdayaan masyarakat. 

14. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan 

prosentase tertentu dari anggaran dana desa yang dibagi 

secara merata kepada setiap Desa, berdasarkan klaster 

jumlah penduduk.   

15. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa 

Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal, yang memiliki jumlah 

penduduk miskin tinggi.   

16. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa 

dengan kinerja terbaik. 

17. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan 

indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, 

luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa 

setiap kabupaten. 

18. Jumlah Desa adalah jumlah Desa di kabupaten Demak yang 

ditetapkan oleh Kementrian Dalam Negeri. 

19. Musyawarah   Desa   adalah   musyawarah   antara   Badan 

Permusyawaratan Desa, pemerintah Desa dan unsur 

masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan 

Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat 

strategis. 

20. Rencana   Pembangunan   Jangka   Menengah   Desa   yang 

selanjutnya disebut RPJMDesa adalah perencanaan yang 

memuat arah kebijakan keuangan Desa, strategi 

pembangunan Desa dan program perencanaan 

pembangunan selama enam tahun. 

21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut 

RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa yang memuat 

kerangka ekonomi  desa,  prioritas  pembangunan  desa, 

rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan 

langsung oleh Pemerintah Desa maupun ditempuh dengan 

mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 

 



22. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat 

RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara 

yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara 

Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan 

negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada 

bank sentral. 

23. Rekening  Kas  Umum  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat 

dengan RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang 

daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung 

seluruh penerimaan   daerah   dan   membayar   seluruh 

pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 

24. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah 

Rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang 

menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan 

untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang 

ditetapkan. 

25. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang 

merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa 

atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan 

perkembangan kehidupan masyarakat. 

26. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang 

telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif 

dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena 

perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa. 

27. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas 

hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan 

masyarakat Desa. 

28. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya 

mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan 

masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, 

keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta 

memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, 

program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan 

esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. 

29. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan 

yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan 

kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa. 

30. Indeks Desa Membangun selanjutnya disingkat dengan IDM 

adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks 

Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks 

Ketahanan Ekologi Desa. 

31. Tipologi Desa merupakan fakta, karakteristik dan kondisi 

nyata yang khas sesuai keadaan terkini di Desa maupun 

keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi 

di masa depan (visi Desa). Kategori tipologi desa : Desa 

Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal dan 

Desa Sangat Tertinggal. 

 



32. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan 

melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan 

kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya 

kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, 

dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. 

33. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya 

sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya 

untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas 

hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. 

34. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, 

yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan 

ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk 

peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup 

manusia dan menanggulangi kemiskinan. 

35. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber 

daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang 

mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan 

masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami 

kemiskinan dalam berbagai bentuknya. 

36. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami 

kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan 

ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan 

mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, 

serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. 

37. Produk unggulan desa dan produk unggulan kawasan 

Perdesaan merupakan upaya membentuk, memperkuat dan 

memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada 

satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-

Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa. 

38. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan 

masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, 

yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan 

sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk 

memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi 

kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

39. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi 

di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis 

sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. 

40. Pelayanan Gizi adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi 

kebutuhan gizi perorangan dan masyarakat melalui upaya 

pencegahan, peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan 

yang dilakukan di masyarakat dan fasilitas pelayanan 

kesehatan. 

41. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh 

Pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis disalurkan 

ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang 

disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa yang tidak habis 

digunakan oleh Desa  sampai  akhir  tahun anggaran dan 

menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

APBDesa. 



42. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah 

unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah. 

43. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya 

disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah. 

44. Basis Data Terpadu (BDT) adalah sistem data elektronik yang 

berisi nama-nama dan alamat yang memuat informasi sosial, 

ekonomi dan demografi dari individu sebagaimana 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati Demak Nomor : 451/9 

Tahun 2019 Tentang Penetapan Penggunaan Basis Data 

Terpadu Pemetaan Kemiskinan Kabupaten Demak Sebagai 

Dasar Pelaksanaan Program Dalam Kegiatan 

Penanggulangan Kemiskinan. 

45. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa 

kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, 

Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli 

pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan 

Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan. 

46. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh 

faktor nonalam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) 

yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan 

penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan 

korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, 

kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia. 

47. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang 

tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan 

kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan 

menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan 

dengan sabun dan air mengalir. 

48. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya 

disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada 

keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber 

dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat 

adanya pandemi COVID-19 berdasarkan kriteria yang 

disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa. 

 

Bagian Kedua 

Tujuan, Prinsip dan Ruang Lingkup 

 

Pasal 2 

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk 

memberikan acuan bagi :  

a. Perangkat Daerah Kabupaten dalam membina dan 

memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Desa 

berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Desa. 

b. Pemerintah Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan 

Dana Desa dan kegiatan perencanaan pembangunan desa. 



Pasal 3 

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-

prinsip:  

a. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat 

dan martabat manusia;  

b. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan 

kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;  

c. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan 

terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal 

sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai 

kemanusiaan universal;  

d. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi 

yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan  

e. Kepentingan nasional adalah pengutamaan pelaksanaan 

kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan 

kesejahteraan rakyat. 

 

 

Pasal 4 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: 

a. Tatacara penghitungan, pembagian dan Penetapan Rincian 

Dana Desa; 

b. Tata cara penyaluran Dana Desa; 

c. Prioritas penggunaan Dana Desa; 

d. Mekanisme penetapan prioritas; 

e. Publikasi dan pelaporan; dan 

f. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi. 

 

 

BAB II 

TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN  DAN PENETAPAN 

RINCIAN DANA DESA 

 

(1) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 

2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan 

berdasarkan: 

a. Alokasi Dasar (AD); 

b. Alokasi Afirmasi (AA);  

c. Alokasi Kinerja (AK); dan 

d. Alokasi Formula (AF). 

(2) Penghitungan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

menggunakan formula sebagai berikut: 

Alokasi DD = Alokasi Dasar (AD) + Alokasi Afirmasi (AA) + 

Alokasi Kinerja (AK) + Alokasi Formula (AF) 

 

 

 

 



Pasal 6 

Besaran Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan Kluster 

Jumlah Penduduk dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Desa dengan jumlah penduduk antara 0 (nol) sampai dengan 

100 (seratus) jiwa mendapatkan Alokasi Dasar sebesar 

Rp481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta 

lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah); 

b. Desa dengan jumlah penduduk antara 101 (seratus satu) 

sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa mendapatkan Alokasi 

Dasar sebesar Rp561.574.000,00 (lima ratus enam puluh 

satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah); 

c. Desa dengan jumlah penduduk antara    1.001(seribu satu) 

sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa mendapatkan Alokasi 

Dasar sebesar Rp641.574.000,00 (enam ratus empat puluh 

satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah); 

d. Desa dengan jumlah penduduk antara   5.001 (lima ribu 

satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa 

mendapatkan Alokasi Dasar sebesar Rp721.575.000,00 

(tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima 

ribu rupiah); dan 

e. Desa dengan jumlah penduduk lebih besar dari 10.000 

(sepuluh ribu) jiwa mendapatkan Alokasi Dasar sebesar 

Rp801.576.000,00 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh 

puluh enam ribu rupiah). 

 

 

Pasal 7 

(1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (1) huruf b diberikan kepada desa tertinggal 

dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk 

miskin tinggi.  

(2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan 

dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara 

Pengalokasian Dana Desa. 

(3) Pagu Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: 

a.  sebesar Rp171.591.000,00 (seratus tujuh puluh satu 

juta limaratus sembilan puluh satu ribu rupiah), untuk 

desa dengan kategori desa tertinggal; dan  

b.  sebesar Rp343.183.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga 

juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) untuk desa 

dengan kategori desa sangat tertinggal. 

 

 

 

 

 



Pasal 8 

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, 

diberikan sebanyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah desa 

di Kabupaten Demak dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan 

keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran 

Dana Desa, dan capaian hasil dana desa.  

 

Pasal 9  

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan 

bobot sebagai berikut: 

a. pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20% (dua puluh 

perseratus); 

b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh 

perseratus); 

c. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh 

lima perseratus); dan 

d. capaian hasil pembangunan desa dengan bobot 35% (tiga 

puluh lima perseratus). 

 

Pasal 10 

(1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9 huruf a dinilai dari: 

a. perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan 

APBDes dengan bobot 50% (lima puluh perseratus); dan 

b. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan 

terhadap bidang APBDes dengan bobot 50% (lima puluh 

perseratus). 

(2) Pengelolaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam    

Pasal 9 huruf b dinilai dari: 

a. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan 

pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total 

dana desa dengan bobot 55% (lima puluh lima 

perseratus); dan  

b. persentase pengadaan barang jasa dana desa secara 

swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima 

perseratus). 

(3) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana pada pasal 9 

huruf c dinilai dari  

a. persentase realisasi anggaran dana desa dengan bobot 

50% (lima puluh perseratus); dan  

b. persentase capaian keluaran dana desa dengan bobot 50% 

(lima puluh perseratus). 

(4) Capaian hasil pembangunan desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 huruf d dinilai dari  

a. perubahan skor IDM dengan bobot 30% (tiga puluh 

perseratus); 

b. perubahan status desa (IDM) dengan bobot 30% (tiga 

puluh persen); 



c. status desa (IDM) terakhir dengan bobot 10% (sepuluh 

perseratus); dan  

d. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 

30% (tiga puluh perseratus). 

 

Pasal 11 

Besaran alokasi kinerja setiap desa sebagaimana dimaksud 

dimaksud dalam Pasal 8 sebesar Rp288.153.000,00 (dua ratus 

delapan puluh delapan juta seratus lima puluh tiga  ribu 

rupiah). 

 

Pasal 12 

(1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, 

angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan 

geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang 

dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang statistik. 

(2) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan 

formula sebagai berikut: 

 

AF Desa = {(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 * 

Z4)} * AF Kab/Kota 

Keterangan: 

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa 

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa 

terhadap total penduduk Desa Kabupaten 

Demak 

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa 

terhadap total penduduk miskin Desa 

Kabupaten Demak 

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap 

total luas wilayah Desa Kabupaten Demak 

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa 

Kabupaten Demak 

AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Demak 

 

Pasal 13 

Rincian dan pagu Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten 

Demak Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

 

 

 

 



BAB IV 

PENYALURAN DANA DESA 

 

Pasal 14 

(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD. 

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan melalui pemotongan Dana Desa pagu Kabupaten dan 

penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD. 

(3) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan 

surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati. 

(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

untuk Desa dengan tipologi sangat tertinggal, tertinggal, 

berkembang dan maju dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan 

ketentuan: 

a. tahap I  sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana 

Desa setiap desa, dengan rincian: 

1. 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa 

dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan 

kesatu sampai dengan bulan kelima disalurkan paling cepat 

bulan Januari; dan 

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu 

sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari 

untuk bulan kesatu dan paing cepat masing-masing bulan 

berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan 

kelima; 

b. tahap II  sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu 

Dana Desa setiap desa dengan rincian; 

1. 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa 

dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan 

keenam sampai dengan bulan kesepuluh  disalurkan paling 

cepat bulan Maret; dan 

2. kebutuhan Dana Desa untu BLT Desa bulan keenam 

sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni 

untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing 

bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan 

bulan kesepuluh; 

c. tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari pagu Dana 

Desa setiap Desa dengan rincian; 

1. 20% (dua puluh perseratus) dari pagu Dana Desa dikurangi 

kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas 

dan bulan kedua belas  disalurkan paling cepat bulan Juni; 

dan 

2. kebutuhan Dana Desa untu BLT Desa bulan kesebelas dan 

bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk 

bulan kesebelas dan paling cepat akhir November untuk 

bulan kedua belas. 

 

 



(5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

untuk Desa dengan tipologi Desa Mandiri berdasarkan IDM 

dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan: 

a. tahap I  sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari pagu Dana 

Desa setiap desa, dengan rincian: 

1. 60% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa 

dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan 

kesatu sampai dengan bulan ketujuh disalurkan paling 

cepat bulan Januari; dan 

2. kebutuhan Dana Desa untu BLT Desa bulan kesatu sampai 

dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk 

bulan kesatu dan paing cepat masing-masing bulan 

berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan 

kelima; 

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana 

Desa setiap desa dengan rincian; 

1. 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa 

dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan 

kedelapan sampai dengan bulan kedua belas  disalurkan 

paling cepat bulan Maret; dan 

2. kebutuhan Dana Desa untu BLT Desa bulan kedelapan 

sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan 

Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-

masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai 

dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir November 

untuk bulan kedua belas. 

(6) Besaran setiap tahapan pengaturan Dana Desa sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 15 

(1) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD melalui RKUD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah 

Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Tahap I berupa Peraturan Desa tentang APBDesa; 

b. Tahap II berupa: 

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian Dana Desa 

tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; 

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 

Dana Desa tahap I menunjukan rata-rata realisasi 

penyerapan paling sedikit 50 % (lima puluh perseratus) 

dan rata-rata capain keluaran menunjukan paling 

sedikit sebesar 35 % (tiga puluh perseratus) dari Dana 

Desa yang telah disalurkan; 

3. Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan keluarga 

penerima manfaat BLT Desa (KPM-BLT Desa) atau 

peraturan Kepala Desa tentang penetapan tidak 

terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan 



4. Berita acara konfirmasi rekonsiliasi kumulatif sisa 

Dana Desa tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. 

c. Tahap III berupa; 

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian Dana Desa 

sampai dengan tahap II menunjukan rata-rata realisasi 

penyerapan paling sedikit 90% (sembilan puluh 

perseratus) dan rata-rata capain keluaran 

menunjukan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh 

lima perseratus) dari Dana Desa Tahap II yang telah 

disalurkan; dan  

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa 

tahun anggaran 2020 . 

(2) Penyaluran Dana Desa untuk desa dengan ststus Mandiri 

dilaksanakan setelah Bupati Demak menerima dokumen 

persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Tahap I berupa Peraturan Desa tentang APBDesa; 

b. Tahap II berupa: 

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian Dana Desa 

tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; 

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 

Dana Desa tahap I menunjukan rata-rata realisasi 

penyerapan paling sedikit 50% (lima Puluh perseratus) 

dan rata-rata capain keluaran menunjukan paling 

sedikit sebesar 35% (tiga puluh perseratus) dari Dana 

Desa yang telah disalurkan; 

3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa 

tahun anggaran 2020; 

4. Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan keluarga 

penerima manfaat BLT Desa (KPM-BLT Desa) atau 

peraturan Kepala Desa tentang penetapan tidak 

terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan 

5. Berita acara konfirmasi rekonsiliasi kumulatif sisa 

Dana Desa tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. 

(3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun 2020 

selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, 

penyaluran Dana Desa tahap II  Tahun Anggaran 2021 juga 

ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan 

kepala desa tentang tidak terdapat calon keluarga penerima 

manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/ atau tidak 

tersedia cukup anggaran perbulanya. 

(4) Capaian out put sebagaimana dimaksud pada ayat (1)    

huruf b angka 2 dan c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 

2 dihitung berdasarkan rata-rata prosentase capaian 

keluaran dari seluruh kegiatan. 

(5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian 

output sebagimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan c 

dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, 

kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, 

cara pengadaan, dan capaian keluaran. 



(6) Dokumen persyaratan penyaluran Dana desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam 

bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan/atau dokumen 

elektronik (softcopy) 

(7) Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud ayat (6) 

diolah dan dihasilkan melalui aplikasi Online Monitoring 

Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN). 

(8) Ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan pencairan akan 

diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa 

Tahun 2021. 

 

Pasal 16 

(1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa Tahap I untuk 

kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan 

kelima, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 14 

ayat (4) huruf a, kepala desa menyampaikan kepada Bupati 

melalui Dinas berupa: 

a. Data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan 

yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk 

penyaluran bulan kesatu. 

b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai bulan 

kelima masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala 

Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga 

penerima manfaat bulan sebelumnya. 

(2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan 

keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b masing- masing 

bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data 

realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan 

sebelumnya Kepada Bupati melalui Dinas. 

(3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan 

keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c masing-masing 

bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data 

realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan 

sebelumnya Kepada Bupati melalui Dinas. 

(4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga 

penerima manfaat bulan kedua belas pada Bupati paling 

lambat minggu ketiga bulan Desember. 

(5) Jumlah penerima manfaat sebagaimana dimaksud ayat (1) 

huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi 

jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu 

tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga 

penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan. 

(6) Dalam hal realisasi pembayaran BLT Desa lebih kecil dari 

kebutuhan BLT Desa, selisih lebih Dana desa untuk BLT 

Desa digunakan untuk kegiatan pemulihan ekonomi desa 

lainnya. 



(7) Dalam hal kebutuhan pembayaran lebih besar dari 

anggaran BLT Desa yang telah ditetapkan, selisih kurang 

menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT 

setiap bulan.  

(8) Kepala Desa beratanggung jawab atas kebenaran data 

realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa. 

 

Pasal 17 

(1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk desa 

bersatus Desa Mandiri kebutuhan BLT Desa bulan kesatu 

sampai dengan bulan ke tujuh sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 14 ayat (5) huruf a Kepala Desa memenuhi 

ketentuan: 

a. Data jumlah keluarga peneriman manfaat setiap bulan 

yang berlaku selama 12 bulan untuk penyaluran Dana 

Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; 

b. Dana desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan 

bulan ketujuh masing- masing bulan disalurkan setelah 

kepala desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga 

penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati 

melalui Dinas. 

(2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan 

kedelapan sampai dengan bulan keduabelas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) huruf b untuk masing- 

masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa 

menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima 

manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati melalui Dinas. 

(3) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga 

penerima manfaat bulan kedua belas pada Bupati paling 

lambat minggu ketiga bulan Desember. 

(4) Jumlah penerima manfaat sebagaimana dimaksud ayat (1) 

huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi 

jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu 

tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga 

penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan. 

(5) Dalam hal realisasi pembayaran BLT Desa lebih kecil dari 

kebutuhan BLT Desa, selisih lebih Dana desa untuk BLT 

Desa digunakan untuk kegiatan pemulihan ekonomi desa 

lainnya.  

(6) Dalam hal kebutuhan pembayaran lebih besar dari anggaran 

BLT Desa yang telah ditetapkan, selisih kurang 

menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT 

setiap bulan.  

(7) Kepala Desa beratanggung jawab atas kebenaran data 

realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa. 

 

 

 

 



BAB V 

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 

 

  Pasal 18 

(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh 

Desa berdasarkan kewenangan Desa.  

(2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan 

percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:  

a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;  

b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan  

c. adaptasi kebiasaan baru Desa. 

(3) Percepatan pencapaian SDGs Desa tahun 2021 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diprioritaskan pada 

10 (sepuluh) SGDs Desa sebagai berikut: 

a. Desa tanpa kemiskinan; 

b. Desa tanpa kelaparan; 

c. Desa sehat sejahtera; 

d. Keterlibatan perempuan Desa; 

e. Desa berenergi bersih dan terbarukan; 

f. Pertumbuhan ekonomi Desa merata; 

g. Konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan; 

h. Desa damai berkeadilan; 

i. Kemitraan untuk pembangunan Desa; dan 

j. Kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.  

 

 

Pasal 19 

(1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional 

sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 18 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian 

SDGs Desa:  

a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan 

usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama 

untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;  

b. penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa 

berenergi bersih dan terbarukan; dan  

c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang 

diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan 

usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi 

dan produksi Desa sadar lingkungan.  

(2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional 

sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 18 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian 

SDGs Desa:  

a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, 

dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi 

sebagai upaya memperluas kemitraan untuk 

pembangunan Desa;  



b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan 

ekonomi Desa merata;  

c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting 

di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan  

d. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan 

perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta 

mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya 

Desa adaptif.  

(3) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru 

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2)    

huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:  

a. Pendanaan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (COVID- 19) yang merupakan kewenangan 

desa dan mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui 

Desa Aman COVID-19; dan  

b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan 

Langsung Tunai Dana Desa.  

(4) Pendanaan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (COVID- 19) yang merupakan kewenangan 

desa dan mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui 

Desa Aman COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf a, ditetapkan paing sedikit 8% (delapan persen) dari 

pagu Dana Desa setiap Desa, di luar dan tidak termasuk 

pendanaan untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. 

(5) Pendanaan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (COVID- 19) yang merupakan kewenangan 

desa dan mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui 

Desa Aman COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf a, salah satunya dilakukan melalui pos komando 

penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 

19) di tingkat Desa.  

(6) Pos komando penanganan pandemi Corona Virus Disease 

2019 (COVID- 19) atau pos jaga sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5), memiliki fungsi: 

a. Pencegahan; 

b. Penanganan; 

c. Pembinaan; dan 

d. Pendukung pelaksanaan penanganan pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (COVID- 19) di tingkat Desa. 

(7) Rincian kegiatan penanganan pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (COVID- 19) yang merupakan kewenangan 

desa dan mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui 

Desa Aman COVID-19 termasuk pelaksanaan 

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 

Mikro di Desa yang dilaksanakan oleh Desa berdasarkan 

fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berpedoman 

pada ketentuan peraturan perundang- undangan. 

 

 



(8) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan sebesar 

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama 

sampai bulan kedua belas dimulai dari bulan Januari 2021. 

 

Pasal 20 

Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib 

mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan 

penanggulangan kemiskinan. 

 

Pasal 21 

Kegiatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 20 antara lain: 

a. Penyediaan kebutuhan dasar (RTLH, Kesehatan, Pendidikan, 

peningkatan pendapatan, layanan air bersih, sanitasi 

keluarga, layanan penerangan rumah); 

b. pelatihan keahlian dan ketrampilan kewirausahaan, yaitu 

pembekalan keahlian untuk mengembangkan usaha secara 

mandiri bagi warga miskin;  

c. pendampingan kelompok usaha mulai pembentukan, 

pelatihan organisasi, analisis potensi, pengusulan kegiatan 

usaha produktif, pelaksanaan kegiatan, akses keuangan dan 

permodalan, hingga  pengelolaan/pemasaran hasil bagi 

warga miskin;  

d. membangun prasarana pelatihan usaha dan keahlian kerja 

bagi warga miskin;  

e. membangun prasarana produksi bersama untuk produk dan 

komoditas unggulan Desa;  

f. mengembangkan sentra produksi dan pemasaran hasil 

warga miskin;  

g. mengembangkan bursa tenaga kerja terampil Desa yang 

berasal dari warga miskin;  

h. memfasilitasi akses keuangan, permodalan dan pasar bagi 

bursa komoditas, produksi dan tenaga kerja terampil Desa 

yang berasal dari warga miskin;  

i. mendorong pemerintah Desa menyediakan infrastruktur 

ekonomi pendukung seperti: balai latihan kerja untuk 

peningkatan kapasitas masyarakat miskin, sentra produksi 

dan pemasaran produk serta komoditas sebagai hasil 

pengembangan oleh waga miskin; dan 

j. kegiatan penanggulangan kemiskian lainnya yang sesuai 

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 

musyawarah Desa. 

 

 

 

 

 

 



Pasal 22 

Desa yang mendapatkan alokasi kinerja dapat dipergunakan 

untuk kegiatan yang mendorong kemajuan dan peningkatan 

pendapatan Desa, antara lain: 

a. perencanaan Desa: 

1. penyusunan perencanaan desa berbasis masyarakat; dan 

2. maket desa dan DED. 

b. program desa mandiri: 

1. pengelolaan BUMDesa; 

2. pengelolaan desa wisata; dan 

3. pengolahan produk unggulan desa. 

c. program penguatan Pasar Desa: 

1. revitalisasi pasar desa; 

2. penataan kelembagaan pasar desa; dan 

3. sarana dan prasarana pasar desa. 

d. peningkatan daya saing Desa: 

1. pelatihan sumber daya manusia dengan sistem magang; 

2. peningkatan nilai tambah produk unggulan desa; dan 

3. pemasaran produk unggulan desa. 

e. pembinaan bidang olah raga dan seni budaya: 

1. Sarana prasarana olah raga dan seni budaya; 

2. Penyelenggaraan turnamen olah raga dan seni budaya; 

dan 

3. Pelatihan olah raga dan seni budaya. 

f. peningkatan Ekonomi dan kesehatan masyarakat: 

1. Pengelolaan Bank Sampah; 

2. Peningkatan gizi keluarga/ kampung gizi; 

3. Lomba kampung sehat/ kebersihan; dan 

4. Inovasi pengelolaan sanitasi lingkungan. 

 

Pasal 23 

Penyertaan Modal atau perluasan usaha BUMDesa dan atau 

BUMDesa Bersama wajib dilakukan analisis kelayakan usaha 

dari aspek antara lain: 

a. aspek pasar dan pemasaran; 

b. aspek teknis dan teknologi; 

c. aspek keuangan; 

d. aspek managemen dan sumber daya manusia; 

e. aspek sosial budaya, ekonomi, politik, dan lingkungan hidup; 

dan 

f. aspek hukum. 

 

Pasal 24 

Ketentuan penggunaan dan jenis belanja kegiatan bersumber 

Dana Desa diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan 

Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021. 

 

 

 



BAB VI 

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 

 

Pasal 25 

(1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 18 dibahas dan disepakati melalui 

Musyawarah Desa.  

(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan 

Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.  

(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 

pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan 

Desa yang mengatur mengenai RKP Desa.  

(4) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat Desa. 

 

Pasal 26 

(1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilakukan melalui 

swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal 

Desa.  

(2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.  

(3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling 

sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari dana kegiatan 

Padat Karya Tunai Desa.  

(4) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai 

pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui 

swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa.  

(5) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

Pasal 27 

(1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas 

Penggunaan Dana Desa.  

(2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan dengan cara:  

a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas 

Penggunaan Dana Desa;  

b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;  

c. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan 

dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan  



d. ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana 

Desa.  

(3) Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan 

masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana 

Desa. 

 

Pasal 28 

(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP 

Desa.  

(2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) disusun berdasarkan:  

a. data yang disediakan oleh Kementerian yang dijabarkan 

dalam Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Dinas; dan  

b. aspirasi masyarakat Desa sepanjang tidak bertentangan 

dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang sudah 

ditetapkan Kementerian Desa. 

(3) RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman 

dalam penyusunan APB Desa. 

 

BAB VII 

PUBLIKASI DAN PELAPORAN 

 

Bagian kesatu 

Publikasi 

 

Pasal 29 

(1) Hasil kesepakatan musyawarah Prioritas penggunaan Dana 

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 wajib 

dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat 

Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.  

(2) Publikasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif 

dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.  

(3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan 

penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa 

menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis. 

 

Bagian kedua 

Pelaporan 

 

Pasal 30 

(1) Kepala Desa  menyampaikan laporan penetapan prioritas 

penggunaan Dana Desa kepada Menteri, dalam bentuk 

dokumen digital menggunakan Sistem Informasi 

Pembangunan Desa yang disediakan kementerian. 



(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa 

ditetapkan. 

 

Pasal 31 

(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana 

Desa. 

(2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas 

penggunaan Dana Desa.  

(3) Biaya pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dibebankan pada APBD. 

 

BAB VIII 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 

Pasal 32 

Pembinaan dan Pengawasan dalam penggunaan Dana Desa 

dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 34 

Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Desa               

di Kabupaten Demak dan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

BAB IX 

PELAPORAN DAN EVALUASI 

 

Pasal 33 

(1) Pertanggungjawaban Dana Desa terintegrasi dalam 

pertanggungjawaban APB Desa. 

(2) Bentuk pertanggungjawaban dan pelaporan atas kegiatan 

dalam APB Desa yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman 

pada peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan 

Desa. 

(3) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan 

dan pencapaian output Dana Desa setiap Tahap penyaluran 

kepada Bupati. 

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: 

a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 

Desa Tahun Anggaran sebelumnya; 

b. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa 

tahun anggaran sebelumnya; dan 

c. Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian output Dana 

Desa. 

(5) Laporan realisasi Penyerapan dan capaian output Dana 

Desa Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) huruf a disampaikan paling lambat minggu 

ketiga Januari Tahun Anggaran 2022. 



(6) Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa 

tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) huruf b disampaikan paling lambat minggu pertama 

Pebruari Tahun Anggaran 2022. 

(7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 

Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) huruf c disampaikan paling lambat  bulan 

September Tahun Anggaran 2021. 

(8) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah 

batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) dan ayat (7) Kepala Desa dapat 

menyampaikannya pemutakhiran capaian output kepada 

Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data 

pada aplikasi. 

 

Pasal 34 

Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan Dana Desa terdiri atas: 

a. sisa Dana Desa di RKD;  

b. capaian output Dana Desa; dan 

c. pelaksanaan konvergensi pencegahan stunting. 

 

Pasal 35 

(1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa 

Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 

huruf a ditemukan sisa Dana Desa di RKD: 

a. Kepala Desa memberikan penjelasan kepada Bupati 

melalui Camat mengenai sisa Dana Desa di RKD 

tersebut; dan/ atau 

b. APIP untuk melakukan pemeriksaan. 

(2) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rancangan 

APBDesa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan 

peruntukanya dan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(3) Pemantauan dan evaluasi atas capaian output Dana Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, dapat 

dilakukan oleh APIP atas permintaan Bupati 

 

BAB X 

SANKSI 

 

Pasal 36 

(1) Penyaluran Dana Desa dapat ditunda, dalam hal: 

a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4); dan 

b. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh APIP. 

 



(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana 

Desa tahap II tahun anggaran berjalan berdasarkan 

rekomendasi APIP. 

(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

disampaikan oleh APIP dalam hal terdapat potensi atau 

telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau 

penggunaan Dana Desa. 

(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan 

kepada Bupati dengan tembusan Kepala KPPN selaku KPA 

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu 

tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam           

Pasal 14. 

 

Pasal 37 

Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam          

Pasal 36 akan disalurkan kembali dalam hal: 

a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 15 telah diterima; dan 

b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah. 

 

Pasal 38 

(1) Dalam hal pemerintah desa tidak melaksanakan BLT Desa 

selama 9 (sembilan) bulan pada tahun anggaran 2020, 

dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% 

(lima puluh perseratus) dari Dana Desa yang akan 

disalurkan  pada tahap II tahun 2021 setelah dikurangi 

kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa. 

(2) Pengenaan sanksi sebagaimana ayat (1) dikecualikan dalam 

hal berdasarkan musyawarah desa khusus tidak terdapat 

calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi 

kriteria dan atau tidak tersedia cukup anggaran untuk tiap 

bulanya yang ditetapkan dengan peraturan kepala desa dan 

diketahui oleh pemerintah kabupaten atau pejabat yang 

ditunjuk. 

(3) Dalam hal pemerintah desa tidak menyalurkan BLT Desa 

selama 12 (dua belas) bulan  pada tahun anggaran 2021, 

dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% 

(lima puluh perseratus) dari dana desa yang akan 

disalurkan pada tahap II tahun 2022. 

 

BAB X 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

 

Pasal 39 

Dalam hal terdapat arahan kebijakan Pemerintah, Prioritas 

Penggunaan Dana Desa dilaksanakan oleh Desa sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 



Pasal 40 

Tata kelola keuangan pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana 

Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan 

Desa. 

 

BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 41 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Demak. 

 

 

Ditetapkan di Demak 

pada tanggal 22 Februari 2021 

 

  Plh. BUPATI DEMAK, 

 

                  TTD 

 

  JOKO SUTANTO 

 

Diundangkan di Demak 

pada tanggal 22 Februari 2021 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK, 

 

TTD 

 

SINGGIH SETYONO 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021 NOMOR 1 

NO JABATAN PARAF 

1 SEKDA  

2 ASISTEN I  

3 KABAG HUKUM  

4 KA DINPERMADES 

P2KB 

 
























